BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : {10/ (g5 tahun 1017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA TERTIB ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUKOHARJO
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang +a. bahwa dalam rangka memberikan wawasan dan
mendorong  periunya dokumen kependudukan bagl
masyarakat dan tertib administrasi kependudukan di
Kabupaten Sukoharjo perlu bekerjasama dengan Tim

Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga;
b. bahwa Tim  Penggerak Pemberdayaan  dan

Kesejahteraan Keluarga adalah merupakan mitra
kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan,
vang berfungsi sebagai fasilitator perencana pelaksana
pengendali dan penggerak pada masing-masing
tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program
pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, termasuk
didalamnya sebagai mitra kerja pemerintah dalam
bidang administrasi kependudukan;

¢c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga
Dalam Membantu Meningkatkan Dan Mewujudkan
Tertib Administrasi Kependudukan, menyatakan

bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesecjahteraan Keluarga (TP PKK)] dalam
melaksanakan kegiatan tertib administrasi

kependudukan dapat membentuk Tim . Kelompok
Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten
dengan Keputusan Bupati,

d. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a , huruf b, dan huruf c, maka perlu
menetapkan Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi
Kependudukan Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



o

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 38);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrast Kependudukan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4730}, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5373);

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu
Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administras:
Kependudukan (Berita Negara Republik Indoncsia
Tahun 2011 Nomor 400);



Menetapkan
K|

SATU

L~

EDUA

ETIGA

10.

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten  Sukoharjo Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
Nomor 33);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi
Kependudukan Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim Kelompok Kerja Tertib

Administrast Kependudukan sebagaimana dimaksud
diktum KESATU adalah :

a. menyusun program dan rencana kegiatan tertib
administrast1  kependudukan di  Kabupaten
Sukohario;

b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah
terkait di Kabupaten Sukoharjo;

c. melakukan monitoring dan evaluasi di kecamatan
dan kelurahan/desa;

d. menyusun laporan pelaksanaan Kkeglatan tertib
administrasi kependudukan; dan

¢. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab
kepada Bupat.

Semua  blaya  yang — timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan in1 dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sukoharjo.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth :

1.

2.

3.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

di1 Jakarta;

Ketua Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah

Kabupaten Sukoharjo di Sukohar)o;

. Tim yang bersangkutan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal |3 januarl 017

BUPATI SUKOHARJO,

- e

WARDOYO WIJAYA



SUSUNAN TIM K]

Lampiran

Nomor
Tanggal

. Keputusan Bupati Sukoharjo

SLOMPOK KERJA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KABUPATEN SUKOHARJO
No. JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 ) 2 3 4
1. | Bupati Sukoharjo Pembina Memberikan nasehat,
saran dan arahan
kepada Tim
2. | Ketua  Tim Penggerak Penanggung Bertanggung  jawab
Pemberdayaan dan jawab terhadap seluruh
Kesejahteraan Keluarga kegiatan
Kabupaten Sukcharjo
3. | Sekretaris Daerah Ketua Bertanggung  jawab
Kabupaten Sukoharjo atas pelaksanaan
kegiatan
4. | Kepala Dinas Sekretaris Bertanggung  jawab
Kependudukan dan di bidang
Pencatatan S1pil kesekretariatan
Kabupaten Sukoharjo
5. | Kepala Bidang Pelayanan Anggota Melaksanakan tugas
Pendaftaran Penduduk sesual bidang
pada Dinas tugasnya
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Sukoharjo
6. | Kepala Secksi Pendataan Anggota Melaksanakan tugas
Penduduk pada Bidang sesual bidang
Pelayanan Pendattaran tugasnya
Penduduk Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan S1pil
Kabupaten Sukoharjo
7. | Kepala Seksi Identitas Anggota Melaksanakan tugas
Penduduk pada Bidang sesuai bidang
Pelayanan Pendaftaran tugasnya
Penduduk Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Kabupaten Sukoharjo

D




BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR :(J70/ (45" tabun 207

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA TERTIB ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUKOHARJO
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka memberikan wawasan dan
mendorong perlunya dokumen kependudukan bagi
masyarakat dan tertib administrasi kependudukan di
Kabupaten Sukoharjo perlu bekerjasama dengan Tim

Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga;
b. bahwa Tim  Penggerak Pemberdayaan  dan

Kesejahteraan Keluarga adalah merupakan mitra
kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan,
yang berfungsi sebagai fasilitator perencana pelaksana
pengendali dan  penggerak pada masing-masing
tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program
pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, termasuk
didalamnya sebagal mitra kerja pemerintah dalam
bidang administrasi kependudukan;

c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan
Menter: Dalam Neger:i Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga
Dalam Membantu Meningkatkan Dan Mewujudkan
Tertib Administrasi Kependudukan, menyatakan

bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam
melaksanakan kegiatan tertib administrasi

kependudukan dapat membentuk Tim , Kelompok
Kerja Tertib Administrast Kependudukan Kabupaten
dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a , huruf b, dan hurut ¢, maka perlu
menetapkan Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi
Kependudukan Kabupaten Sukoharjo;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan Bupati,

Mcngingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrast  Kependudukan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578]);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 537 3);

Peraturan Menter:1 Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2011 tentang  Pedoman = Pemberdayaan  dan
Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu
Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 400};



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

11,

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236j;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
Nomor 33);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi
Kependudukan Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim Kelompok Kerja Tertib
Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud
diktum KESATU adalah :

a. menyusun program dan rencana kegiatan tertib
administrasi  kependudukan di  Kabupaten
Sukoharjo;

b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah
terkait di Kabupaten Sukoharjo;

c. melakukan monitoring dan evaluasi di kecamatan
dan kelurahan/desa,;

d. menyusun laporan pelaksanaan Kkegiatan tertib
administrasi kependudukan; dan

e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

Semua  biaya  yang  timbul  sebagai  akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sukoharjo.



ditetapkan.

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth :

1.

2.

3.

Menter1 Dalam Negeri Republik Indonesia
di Jakarta;

Ketua Dewan  Perwakilan Rakyat
Kabupaten Sukoharjo di Sukocharjo;

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di1 Sukoharjo;

. Asisten Pemerintahan Sekretaris

Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

. Tim yang bersangkutan.

Daerah

Daerah

EEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1% Januorl 017

BUPATI SUKOHARJO,

T e

WARDOYO WIJAYA



SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA T

Lampiran

Nomor
Tanggal

. Keputusan Bupati Sukoharjo

CRTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Kabupaten Sukoharjo

E JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
5 DALAM TIM
1 2 3 4
1 Bupati Sukoharjo Pembina Memberikan nasehat,
saran dan arahan
kepada Tim
2. | Ketua  Tim = Penggerak Penanggung Bertanggung  jawab
Pemberdayaan dan jawab terhadap seluruh
Kesejahteraan Keluarga kegiatan
Kabupaten Sukoharjo
3. | Sekretaris Daerah Ketua Bertanggung  jawab
Kabupaten Sukoharjo atas pelaksanaan
kegiatan
- 4. | Kepala Dinas Sekretaris Bertanggung  jawab
| Kependudukan dan di bidang
Pencatatan Sipil kesekretariatan
Kabupaten Sukoharjo
5. | Kepala Bidang Pelayanan Anggota Melaksanakan tugas
Pendaftaran Penduduk sesual bidang
pada Dinas tugasnya
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
. Kabupaten Sukoharjo
6. | Kepala Seksi Pendataan Anggota Melaksanakan tugas
Penduduk pada Bidang sesuail bidang
Pelayanan Pendaftaran tugasnya
Penduduk Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Sukoharjo
7. | Kepala Seksi Identitas Anggota Melaksanakan tugas
- Penduduk pada Bidang sesual bidang
Pelayanan Pendaftaran tugasnya
Penduduk Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan S1pil

~D




1 2 3 4

3. | Kelompok Kerja IV Tim Anggota Melaksanakan tugas
Penggerak Pemberdayaan sesuai bidang
dan Kesejahteraan tugasnya
Keluarga Kabupaten
Sukoharjo

9. | Fungsional Umum pada Anggota Melaksanakan tugas
Tim Penggerak sesual bidang
Pemberdayaan dan tugasnya
Kesejahteraan Keluarga

10. | SUDARTI, SE Anggota Melaksanakan tugas
Fungsional Umum pada sesual bidang
Dinas Kependudukan dan tugasnya
Pencatatan Sipil
Kabupaten Sukoharjo

11. | SUWARDANI, A.Md Anggota Melaksanakan tugas
Fungsional Umum pada sesual bidang
Dinas Kependudukan dan tugasnya
Pencatatan Sipil
- Kabupaten Sukoharjo

12. | FARIDA MASRUROH, A.Md Anggota Melaksanakan tugas

Fungsional Umum pada
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sukoharjo

sesual bidang
tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

-‘-—-ﬂ——-——‘———.—b-

¥ WARDOYO WIJAYA




